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BUPATI BANDUNG BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk Dan Akta Catatan Sipil telah diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan 
Akta Catatan Sipil; 

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif 
retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan 
Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan Kebijakan daerah di bidang administrasi 
kependudukan berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta 

Catatan Sipil, perlu dilakukan perubahan tarif retribusi yang 
penetapannya dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak  

Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 

 



2 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4594); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2011 Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2012 Nomor 3 Seri D); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN 
TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 

Pasal I 

 
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 5), pada Lampiran besaran 

tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil diubah sehingga besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

 Ditetapkan di Bandung Barat 

 pada tanggal 4 Januari 2013 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 ABUBAKAR 

 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 4 Januari 2013 

 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 MAMAN S. SUNJAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI C 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 

NO. JENIS PERISTIWA WNI 

(Rp) 

WNA 

(Rp) 

1 PENDAFTARAN PENDUDUK   

a. Kartu Tanda Penduduk 0 0 

b. Kartu Keterangan Tempat Tinggal 15.000 50.000 

c. Kartu Identitas Kerja 5.000 75.000 

d. Kartu Penduduk Sementara 25.000 150.000 

e. Kartu Identitas Penduduk Musiman 25.000 150.000 

f. Kartu Keluarga 5.000 50.000 

 

2 PENCATATAN SIPIL   

a. Kutipan Akta Kematian 20.000 50.000 

b. Kedua dan Seterusnya 0 0 

 

3 Kutipan Akta Perkawinan   

 a. Dalam Kantor 75.000 150.000 

 b. Luar Kantor 100.000 200.000 

 c. Kutipan Kedua dan Seterusnya 0 0 

  

4 Kutipan Akta Perceraian   

a. Dalam kantor 75.000 100.000 

b. Kutipan Kedua dan Seterusnya 0 0 

 

5 Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak 50.000 100.000 

Kedua dan Seterusnya 0 0 

 

6 Ganti Nama Bagi WNA  100.000 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 ABUBAKAR 

 


